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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala kemudahan
yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik.
Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan
terkait penyusunan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor pembuatan tahun 2024 dan sebelum tahun
2024 .

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan konseptual dan yuridis
dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor
tahun pembuatan 2024 dan sebelum tahun 2024 . Naskah ini bertujuan untuk
memberikan  penjelasan yang komprehensif mengenai pendekatan
perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan
PKB dan BBNKB, serta untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman
di antara seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan amanat
dari Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Oleh karena itu,
Ranpergub ini disusun guna menyesuaikan mekanisme penghitungan dasar
pengenaan pajak dengan dinamika perkembangan nilai pasar kendaraan serta
kebutuhan penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan dari
sektor pajak daerah, khusu snya PKB dan BBNKB .

Ranpergub ini juga merupakan bagian dari upaya perumusan kebijakan
fiskal yang terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
Diharapkan, pengaturan ini dapat mendukung kebijakan pembangunan
daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan, serta memperkuat
kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) vyang strategis dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta dinamika harga pasar
kendaraan, diperlukan sistem penghitungan dasar pengenaan PKB dan
BBNKB yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undanganyang berlaku.

Salah satu tolok ukur dalam mengukur kemampuan daerah
menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerahnya yaitu
kontribusi PAD yang harus senantiasa ditingkatkan. PKB dan BBNKB
memberikan kontribusi yang dominan bagi PAD Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini men unjukan bahwa peran PKB dan BBNKB sangat vital dalam
usaha peningkatan kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah. Guna
mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya dalam memaksimalkan
Penerimaan PKB dan BBNKB.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah menyusun Ranpergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2024 dan sebelum tahun

2024 yang terakomodir dalam bentuk dokumen.



B.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang
ditemukan yaitu:

1. Belum adanya pengaturan teknis terbaru di tingkat daerah mengenai

dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun

pembuatan 2024 dan sebelum tahun 2024 , sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tahun 2025. Ketidakhadiran regulasi ini berpotensi menimbulkan

ketidakkonsistenan dalam penghitungan dan penerapan tarif pajak,

serta menghambat optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak
kendaraan ;

2. Ketidaksesuaian antara nilai jual kendaraan bermotor yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dengan kondisi pasar
aktual,

3. Belum optimalnya kontribusi sektor PKB dan BBNKB terhadap PAD.
Tanpa pembaruan kebijakan yang sesuai dengan dinamika pasar dan
basis data yang valid, potensi penerimaan dari sektor ini tidak akan
tergali secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan suatu regulasi
yang mampu mengatur secara teknis dan komprehensif mengenai
penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, yang selaras dengan
peraturan pusat, memperhatikan nilai riil kendaraan, serta mendukung

upaya peningkatan PAD dan efisiensi administrasi perpajakan daerah.

. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Menyediakan dasar hukum yang jelas dan terukur bagi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan penghitungan
dasar pengenaan PKB dan BBNKB sesuai amanat Pasal 28
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025, sehingga
pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku;






